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ABSTRAK

PERAN BAI}AN PERMUSYAIVARATAN I}ESA DALAM
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

DAN PEMBAIIGUNAN DESA
lStuoi Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah Kec. percut

Sei Tuan Kabupaten Ileli Serdang)

Nama
NPM
Program Stndi
Pemhimbing I
Pembimbirg II

MUTIAMMAD SUTAN AGUNG
161801023
Magister Ilmu Administrasi Putrlik
Prof. Dr. Marlon Sihombing,Itfi
Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.Ap

Pelaksanaan Fungsi RFD terkadang tidak dijalankan secara maksimal, sehingga
pelaksanaan peErbangunan da.n penyelenggaraan system penerintahan desa lielak
sesuai dengan harapan, khususnya harapar: masyarakat. Hal ini dimungkinkan
karetra f,aktor- falJor yang kurang mendukung terlaksananya tungsi BpD itu
sendiri. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalarn
pelaksanaan pengembangan dan penrbangunan desa di f)esa Bandar Khalipah, dan
nrengetahui faktor-taktor yang mempengaruhr pelaksanaarl peran tJPl) dalarn
pelaksanaan pengenrbangan dan pembangunan desa.

Penelitian ini bersifat deksriptif liang mengarah pada penelitian kualitatif, l,akni
itrcrrgcttili Lrriiail RPI) rjilla*r pelal:.sanaafi f:sn**r-llllangan rlan peinhangmran dr-sir.
.it'nis clata vang digunak;rn dalanr penelrtian inr adalah data prirner dan datn
sekunder. Telinik pengrunpulan data yang digunakan dalanr penelitian ini adalah
teknik dcikunlentasi dan \riarvaliclara. Aclapun analisis data -vang digr-rnakan dalarrr
penelrtian rnt arJalah anali"sis kualitatif .

i3erdasarkan hasil penelitian" diketahui Peran BPll Bandar Khalipah dalarn
lielaksanaatt trtclrttrangiutan desa Lregitu ILras, nlulai dari pc.laksairaan fbngsr
Legislasi, perlakilan dai: pengaivasan. Peran tiPD Desa Barrdar KJialipah iialant
penl'elefiggaraan pembangirnan desa secara urnuln clapat dikatakan telah ber.lalan
cukup baik, yakni telah tertampungnya aspirasi rnasl.arakat dalaln program-
pembangunan yang dilaksanakan perterintah dan terakomodirnya aspirasi
rnasyarakat dalam Peraturan Llesa. Iraktor-Faktor penghambat dalaln pelaksanaan
peran BPI) Desa Bandar Khalipah adalah minimnya tunjangan yang di[rerikan
kepada anggota BPD, sefta belunr rremadainya sarana ,Jan prasura yang
rnencittkuns kineria BP[] untuk Iebih haik lagi, sepertr fasiiitas Kantor. Seiain itu-
rnasih kurangnya pemahaman anggota IlpD terhadap tugas clan fungsinya
sehingga dapat berperan dala.m penvelengga.raalr pernenntahan ciesa dengan traik.

Kata Kunci : Peran, BPD, Penitrangunan f)esa.
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ABSTRACT

TITE ROLE OF TTIE WLI^AGE PERMASYTTAREN AGENCIES IN
THE IMPLEMENTATION OF DEWLOPMENT AND

ilEVELOPME NT O F WLI.,AGES
{Stwdy of Rele of Deliberutia* Baaul of Baadar Ktcalipah - PerciSei Taan = Deti

Serdang District)

Nama
NPM
Program Studi
Pembimbing I
Pembimbing II

MU}IAftIMAD SUTAN AGUNG
161801023
Magister Ilmu Administrasi Puhlik
Prof" Dr. Marlon Sihombing MA
Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.Ap

lmplenrcnttt{ion'i'hc J'i*tt.:{ion ol l}l''l} i,s' son'tetinte.\' tt(rt t.ttrrietl oul 6plimitll1,, s,;,
tltt'tt' tha implune:nttrtion <tf t{et,cloSsrnent and utlttitri,;trulir;n rl t,illctge go1!(1.wn{:(
.r.1';lcm r,\ noi in {ine v,ith cxpet:lalions,, espct:iulfit the expectatians of" the
L:ot?ut'tt{nity. 'l'lti.s i,t pt;ssihle. hecuu,ye of' fuctors tlwt are {ess support the
rmpletnentcttton o/'llPI).function itself.' 'f'his thesis research aims to cleterfttine the
ro{e ttf'R|'l) rtt lhe intplexteillatktn oJ'tle,-eloprnent untl village devektpment ut
Rurtdur Khultpuit i,'iliuge, tutt.l to it.rlut,t,tit*.iucirtrs litni itt/hrcrtce the
ints;lemctittiutn of the ro{c u-f {lf'l) rn thc in'rytt'*nenfutiun tf-deveitipwenl ifittl
t i I / u gt t{ c,- e ! o Stnw nt .

:/ti,t rr:.'i:tts't/t rs tlc,tt's'iy-tlit'c tlwi ir:tttls ttt t1tiu.rc!ituliyc rcsearch, nu.nlc/l,rhc ntlc ol
ili-.; t ,,, lit, t,,;ti,i, tr;i,!i!t!!.,ilti lij ,,1, I " ;t)i,.,ttt !/! ,t;i*r :.;ll,ti:, <ft,r.i.l:rtlt/tir,ttl l !t, /1.1,r, ,1,

tltrttt u,tetl in t{tis'siutlt,i.t pritng.r't'dcttct ctnt{ secontlary tkttu" i)cttu t'ollectitxt
lei.'ir.rttqtte.i tt,t,:Ll iri liti.s ritrtl_t, ttt'; tl,\'t.*t'tt n{u/it}n L)ltd inlcrvicv' tet:hnicSur.t. '1'ltr

,ictttt ttt'tr.tl.ttsis u,;ati u.t titr .ttuii], t,\' u. tltlttittui tvL: {Jttuf.\',\t,\,

lltt.ct,d ttn lltt: r't:,rults uf tht'r4t.\trtrt:li" tl is /rn.ov,n thul lh.e ro/t: rl |i|'l) Ruit.t/rtr
Khu/ipuh in the intltlcmetitttir:rt of'rtillrrsc tltvt'lrry)t]t(nl i,s so hroct{,,ttttrttng^fittn
lhe inqtlemenlttlion rf' Le gislalion ,fiutctirtfi, tapr€l'ettdtre arzrl s,upen,isiotr. 'l'he

rr;[c i;f' ['illttge B]'D ]3*nrlur Kha!;pttli in thc unplenrcnicrtian af village
clevcloltnrcnt in general t,tut he ,tuitl lo huve heert rttruning r1uite well, that has
(t{'corilil'toclLttcJ tha uspirutittns rsf' thc c'ummunil.l' rn lhe clet,elaprnen{ pr"ogrtrnts
intplema:ntcd h.v tha g(nlsrnfil{nl and ctccofi*nodtrlcd lhe uspiru{ir;ns $ the
'-'ot11tt11.!?litf in !ltc liilk.rgt l{rilc.t. /nkihitirt54 fitctir,r in the imp/c.ntctNntlon rrf't/tt,
iit!' uf ['tllctge lJi']) l]t-lulrtr Kl.ru!t1.,-tlt ts'l!rc lucl: $ ullr^a(tnccs gt1){tt to manther.s

ol llPD./rtr hetter, ,ruch rts O{/it:e.facilities. ln acltlitiort, there is still a lctck rtJ'
irntler,;tcrrtciing oJ llrc nrcnthcrs of lll'l) ott the 1*sk unrl lilnction so it'rctt it cun play
u role in the implernentation of village go1)ernance u,e l{.

Kcl'word,s : Role, BI"D, Rurcr/ Dcvelopment.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksaxaan pemerintal-ran desa tidak ddpat terpisahkan dari penyelenggaraan

otonomi daerah. Pemerintahan desa rnerupakan unit terdepan dalam pelayanan

kepada masyarakat serta tonggak strategis keberhasilan semua program

pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, maka perlu memperkuat

pemerilitah desa dengan meregulasi aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan

desa.

Dirumuskan dan diterbitkannya Undang-LTndang Nomor 6 T'ahun 2014

tentang Pemerintahan Desa (selaqiutnya disebut Undang-Undang Desa)

berdampak pada perubahan sistem pelaksanaan Pemerintahan Desa. Sebelumnya,

pelaksanaan pemerintahan desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pemerintahan desa belum

dapat berjalan secara maksimal.

Pengaturan tentang pemerintahan Desa dalarn Undang-Undang Desa lebih

jelas dan tegas, khususnya mengenai peran masing-masing unsur yang terdapat

dalam struktur pemerintahan desa, seperti: Kepala Desa, BPD dan juga

masyarakat.

Undang-Undang Desa juga mengatur dan memberikan kewenangan yang

lebih luas pada desa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, jika

dibandingkan dengan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang diatur Undang-

'/
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Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya

Undang-Undang Desa, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat

berjalan secara efektif dan efisien, yang akhirnya dapat berpengaruh pada

pernbangunan desa yang komprehensif dan mandiri.

Kemandirian desa berarli k^apasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam

gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal,

kcmunalisme dan m,-'dal scsial 1'ang !-.'crlandaskan pada sistern demr:kre:i. Seca"ra

konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar representasi,

transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi, yafig selanjutnya

rnenjadi dasar pengeloiaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan

desa, dan pelayanan publik.

Undang-Undang Tentang Desa merupakan insirument untuk membangun

kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang

dimaksud adalah bukan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi

terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa

dengan supradesa (pusat dan daerah).

Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentarre Desa, menyebutkan

bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah

memberdayakan desa dan masyarakat. Di sini dituntut kemampuan Kepala Desa

untuk menggali setiap potensi yang ada di wilayah desa yang dipimpinnya.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah

akan berhubungan dan bersentuhan lansung dengan masyarakat. Oleh karena itu,

sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung

UNIVERSITAS MEDAN AREA



dan ditentukan oleh Pemerintah I)esa dan tsadan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme

keria disemua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan

untuk dapat menciptakan pernerintahan yang peka terhadap perkembangan dan

perubahan yang terjadi dalarn masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam pembangunan desa seyogyanya

.]:l^1,-^-^1.^- L^-l^^^-l .^- ^^-:-^^: ',^..^ L^-l ^r1-^n-.li m^ovornlzqf f)olalrcnnq.rn
ur'sl\rqtrsr\ -' -" 

*"b vvi r\!r'rvsrrD vr rr'sJJ

pembangunarr dan penentuan program pembangunan harus melibatkan

n-rasyarakat, sebab pembangunan desa bcrkaitan erat dengan pemberdayaan

masyarakat. I)alam merencanakan pembangunan desa harus berasal dari akar

runrput atau sering disebut (bottom-up plctnning) permasalahan yang ada di desa

tersebut, bukan sebaliknya diiakukan dari atas ke bawah (top down plctnning)-

Keberhasilan dari perencanaan pembangunan suatu desa hanya dapat

terwujud dengan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat.

Terwujudnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa merupakan

salah satu bentuk pemberdayaan masya rukat (s o s i al e mp ow e r i ng).

Perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan

partisipatif rnasyarakat sangat tepat dan relevan dalam mewujudkan dernokrasi

dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan, dan

kemauan masyarakat untuk berkorban dan terlibat serta berkontribusi terhadap

implementasi program-program yang dilaksanakan didaerahnya.
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Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendukung kemandirian daerah,

dengan adanya dukungan segenap masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan

desa akan berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Demikian pentingnya

partisipasi masyarakat dalam penting mendukung pelaksanaan otonomi daerah,

maka dari itu partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dengan memberikan

kewenangan kepada masyarakat itu sendiri, yaitu keterlibatannya dalam

^^r-t.^^-^^- ^^*t^^-.,,,-^-[/Liurr..gt rustr y!ri,udlbd rqr t.

Peran dan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan pelaksanaan

pernbangr:nan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat disalurkan melalui

Badan I'ermusyawaratan Desa (yang seLanjutnya disebut BPD). Kedudukan tsPD

dalarn sistem pemerintahan desa merupakan mitra dari pemerintah desa dalam

menyeienggarakan pembangunan dan pemberulayaan desa.

BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraarr

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam

pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang

penyelengaarairr pemerintahan. Dengan kata lain, BPD merupakan sarana bagi

masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan pembangunan di desanya

sendiri, sehingga masyarakat juga sebagai subjek dalam perencanaan

pembangunan di desanya.

Masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah

Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun

lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai
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tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat

dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar

berdemokrasi.

Peran BPD dalam pemerintahan desa diantaranya adalah membuat

Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama Pemerintah Desa yang kemudian

ditetapkan menjadi Peraturan Desa. BPD dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga

h r74h^ r".rerti!iLi Le...-'en.?n1,3n d:n herl'er.'riihan fnela"!.UL'nn Lnnlrnl
J-"b "'""' '--*J"

terhadap irnplementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Dengan kata lain, kehadiran BPD

cialam pemerintahan desa dengan berbagai lungsi cian kewenangarlya iebih khusus

lungsi pengawasan diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem

check and balances dalam penyelenggaraan Femerintahau f)esa.

Praktiknya, pelaksanaan fungsi BPD terkadang tidak dijalankan secara

rnaksimal, sehingga pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan sistem

pemerintahan desa tidak sesuai dengan harapan, khususnya harapan masyarakat.

Hal ini dimungkinkan karena adanya faktor-faktor yang kurang mendukung

terlaksananya fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

Salah satu faktor penyebab ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi

dari BPD disebabkan minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan

anggota BPD Desa Bandar Khalipah dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Kondisi

ini sangat juga tidak terlepas dari pengaruh kurang tanggapnya aparat Kabupaten

Deli Serdang, khususnya Kasubag Pengembangan Desa dan Lembaga Desa selaku

5

/
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pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan desa, khususnya

Desa Banda Khalipah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan

tersebut dalam penulisan tesis dengan judul: 'oPeran Badan Permusyawaratan

Desa Dalarn Pelaksanaan Pengembangan dan Pembangunan Desa (Studi

Peran Badan Permusyawaratan Desa Bandar Khalipah-Kec. Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Sordang)".

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk rnenghindad pengr-unpulan data yang

tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuzur yang ingin

dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan

masalah yalrg hendak diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam

mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data. Berdasarkan pertimbangan

tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pennasalahan yang menjadi

objek kajian pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratat Desa dalam merumuskan

pengembangan dan pembangunan desa di desa Bandar Khalipah?

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksiulaan fungsi dari Badan

Permusyawaratan Desa dalam merumuskan pengenrbangan dan

pembangunan desa di desa Bandar Khalipah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, penelitian ini

bertujuan sebagai berikut :

/
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1. Mengetahui dan menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

merumuskan pengembangan dan pembangunan desa di desa Bandar Khalipah.

Mengetahui dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

firngsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam merumuskan pengembangan

dan pembangun&n desa di desa Bandar Khalipah.

L.l ll/t--f^-+ D--^l;+:--
. -ri. rlldiitudr t lrtLii:r-u

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dimaksud di atas, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, kalangan akademisi dan

praktisi serta bagi masyarakat luas. Secara terperinci, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bid.ang administrasi publik pada

umurnnya, khususnya hukum administrasi publik mengenai peran Badan

Perrnusyawaratan Desa dalam merumuskan pengguftaan dana desa.

Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan

teori yang diperolelq sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman

dan dokumentasi iltniah.

2. Manfaat Praktis

a. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalarnan bagi peneliti dalam teori

dan praktek penelitian ilmiah dibidang administasi publik.

b.

7
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b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan hasil

penelitian akan permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan

sebagai masukan bagi para pihak-pihak terkait.

Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh dan memperoleh

Gelar M.AP pada Program Pasca Sarjana (S2) Magister Aministrasi Publik di

Uni',,ersitas l.4edan Area.

8
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya

sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih

sernpit kajiannya, a[.an tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi,

teori-teori, pandangan-pandangan, dan peneiruan yang relevan dengan pokok

permasalahan.

Kata teoritik atau teoritis z$.au theoriccrl berarli berdasarkan pada teori,

rnengenai atau menurrrt teori (Mertoksumo,2AAT : 156). Kata teori berasal dari

kata theoria dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theorie itu sendiri

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.

(Wigjosoebroto'2003 : 184) Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis

adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil

atau dihubungkan.

Sebagai landasan dalam upaya pembahasan penelitian ini, maka digunakan

beberapa teori, konsep-konsep, asas-asas dan pandangan sarjana yafig dijadikan

sebagai dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian.

llenganalisis permasalahan yang dikemukakan dan akan menjadi objek kajian dan

pembahasan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori, antara lain : teori

pembangunan desa dan teori peran. Teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai

b,erikut :

I

T
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2.1.1 Teori Pembangunan Desa

Secara luridis inti ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah dalam Negara

Indonesia terdapat pemeritahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari daerah

besar dan kecil. Pemerintah daerah yang dibentuk tersebut baik dalam daerah

besar maupun daerah kecil harus memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: dasar

perrnusyawaratan dan hak-hak usul daerah yang bersifat istimewa. Dimaksud

,{^^,'^- L^*',- *^*-^-L^+il'^-,1^^or rrrcvnt.,o*oh qrJrloh ^omo.intnh d.e".rh hon'.slrrbkrr vsu6 r-rsrJ

bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam dewan

perwakilan rakyat. Sedangkan yang dirnaksud dengan memperhatikan asal usul

dalam daerah yang istimewa adalah pemerintah daeral"r yang dibentuk tidak boieh

sewenang-wenang menghapus daerah yang pada zarltan Belanda merupakan

daerah swapraj a yang diseb ut z e lJb e s tuur e nde I and s c hap e n.

Filosofis keberadaan desa menunjukkan bahwa sebelum tata pemerintahan

di atasnya, desa terlebih dahulu ada. Oleh karena itu desa seharusnya menjadi

landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan yang sesudahnya.

(Sukrino, 1999 : 182). Diterbitkannya Undang-Undang Desa, maka Undang-

Undang Tentang Desa merupakan instrument untuk membangun kehidupan baru

desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang dimaksud adalah

bukan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi terkait dengan

dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa dengan supradesa

(pusat dan daerah).

Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam

gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal,
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dan daerah dengan desa. Prinsip dasar yang harus dipegang dalam pembagian

tugas dan kewenangan adalah daerah dan desa dapat ditempatkan sebagai

kompartemen-kompartemen fleksibel dalam Negara dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan yang lebih mendasar adalah survival abtlity Negara.

(Sukrino, 1999: 183).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang

,'iilolz.rt on qanqr.a fayrrc manon,c rrnl'-l' m^-.1^-,--^ +^-i^,iin.'^ ao-..1r^1"-*. *,anrr_,__^^_vr!^ab r>^Ju$irrJ * r_1

positif bagi kualitas kehidupan masyarakat. Terkait dengan pentingnya peran

rlasyarakat dalam proses pembangunan tersebut maka berkembanglah konsep

penrbangunan dengan pendekatan yang bersifat bottom up yang senantiasa

mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pemtrangunan melalui proses-

proses pemberd a;raan masyarakat.

Permendagri No. ,1 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemberdayaan

masyarakat merupakan suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan

masyarakat untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara etimologi pemberdayaan berasal

dari kata berdaya yang berarti kekuatan, berkemampuan, bertenaga (Kamus Besar

Bahasa Indonesia, 1998:189). Suharto (2005 : 67) memberi definisi mengenai

pemberdayaan sebagai berikut:

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-
individu yang mengalami masalah kemiskinan- Sebagai tujuan, maka
pemberdayaan mentrnjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berday4 memiliki
kekuasaan atau mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam memenuhi
kebutuahan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.
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Konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka Q006 :78), adalah

bahwa:

Manusia subyek dari dirinya sendiri, proses pemberdayaan menekankan pada
proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar mei{adi berdayq
mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau

keberdayaan untuk menentukan pilihari hidupnya. Lebih lanjut dikatakan
bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan
masyarakat yang tertinggal. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan masyarakat
diperlukan adanya kepedulian, yang diwujudkan dalam kemitraan dan
kebersamaan aatxa pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum
berkembang i,eng rne=pa}-an keionapck atau lapisan masyarakat yang rnasitrr

tertinggal.

Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan beberapa p'rinsip

dasar dari konsep pernberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik
dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.

2. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan
pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha
pembangunan flsik.

3. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapar
memaksimalkan sumber duyu" khususnya dalam hal pembiayaan baik yang
berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lairurya.

4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfiangsi sebagai
penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan
kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Sumaryadi (2005 : 55) menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh

terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam suafu komunitas

masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung
pada situasi yang dihadapinya.

2. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan
yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain
kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda*beda.

3. Adarrya kepercayaan dari para panrmptn komunitas untuk
metgembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang
anggota komunitasnya.
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4. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya yang besar, baik dari
segi pembi ay aan maupun waktu.

Program pemberdayaan masyarakat dirancang untuk menanggulangi

kemiskinan dan ketidakberdayaan merupakan bagian dari upaya mempercepat

proses peruhrahan kondisi sosial-ekonorni masyarakat yang masih tertinggal.

Terkait dengan perrnasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka konsep

tersebut di atas berguna untuk mengindentifikasi peran baclan perrnusyarawaratan

desa dalarn pelaksanaan pengembangan Desa Bandar Khalipah - Kecamatan

Percut Sei Tuan, yang akan dikaji dalam penelitian.

Partisipasi rnasyarakat yang dulunya rnenjadi pl'asyarat dalam menjalankan

pembangunan khususnya desa, kini telah menjadi pilar utama dan rnenladi prinsip

dalam menjalankan suatu program pembangunan desa. Desa tidak bisa hanya

menurrggu dana yang akan diberikan dari pemerintah pusat maupun dana yang

diberikan dari pemerintah daerah, namun desa harus mampu melakukan gerakan

progresif untuk menggapai tujuan desa, yakni mewujudkan kesejahteran

masyarakat.

Mewujudkan desa yang mandiri, maka desa harus mampu memanfaatkan

segala potensi desa yang dengan melibatkan segala komponen desa. Kemampuan

desa secara mandiri yang tanpa harus mengharapkan secara penuh pengaruh dari

luar desa, ternyata sangat memberikan efek positif bagi pembangunan desa.

Bermodalkan peran serta masyarakat dalam proses pembangrrnan temyata

mampu menjawab segala kesulitan desa dalam perkembangarmya. Mulai dari

kekurangan hal paling krusial, yakni dana dapat ditanggulangi melalui peran serta
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masyarakat melakukan sumbangan dana tersebut dan berbagai peran masyarakat

lainnya dalam pembangunan desa. Suroto Q002: 78), menjelaskan :

Peran serta dalam pembangunan desa tidak hanya berpatokan pada dana,
melai*an pada tahap petencanaan, pelaksanaan, bingga evaluasi yang
disalurkan dalam kontribusi nyata, berupa pemikiran, tenaga dan materi
menghasilkan pembangunan yang jelas bagi peikembangan desa. Untuk
mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu
hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah desa. Hal
ini menjadi hal mutlak dimana 2 elemen tersebut harus memiliki visi dan
misi yang sejalan dalam suatu ikatan kemitraan. Tanpa adanya hal tersebut,

vl,bb*ir.""".,

pembangunan desa.

Mendukung terlaksananya pembangunan desa yang komprehensif, maka

dibutuhkan .iiwa kepemimpinan yang progrcsif. Pemimpin desa hatus

mensosialisasikan kepada masyarakat bahlva partisipatif masyarakat sangat

dibutuhkan dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan desa. Dengan

demikian, setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan harus melalui

musyawarah bersama dengan komunikasi dua arah dan mengikutsertakan

masyarakat desa dalam aplikasi program. Dengan demikian, masyarakat

termotivasi untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa yang baik adalah pembangunan yang dibangun oleh

masyarakat yang dapat menumbuhkan manfaat, rasa memiliki dan tanggung

iawab masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan menjaga baik setelah

program pembangunan tersebut selesai. Dalam pernbangunan desa, partisipasi

masyarakat harus ditingkatkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

tahap evaluasi (pengawasan).

Menurut S P. Siagian (1987 : 2) pembangunan adalah suatu usaha atau

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara
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sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam

rangka pembangunan bangsa/nation huilding. Sementara Riyono Pratikno (1989 :

119) mendefenisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana

diperkenalkan berbagai gagasan baru ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan

penghasilan perkapita serta standar hidup.

Menurut Coralie Brayant (1987 : 20), pembangunan adalah pembebasan

,l-.i !.cr-el^.^t.n .l-,. ,l^.i 6arrrlr4rr3rl r.'1n.r Lp'rl;l rnepop4li ,liri .e.<jifi_
ygllg*llbq.lJ*,.b

Pembnagunan berarli memupuk harga diri dan rasa penuh dayaguna atau

kemampuan untuk memtruat pilihan mengenai rnasa depan.

Rerkaitan ciengan pengertian pcmbangunan cii atas, rnaka dapat dikatakan

bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk nicningkatkan kesejahteraan

masyarakat ciesa agar bebas dari kemiskinan dengan 'oer-trpaya untuk

meningkatkan kemampuan untuk membuat merencanakan dan memproyeksikan

pilihan-pilihan (aspirasi) yang berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup sehingga dapat lebih bermartabat.

Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dalam beberapa tahapan, yang

diawali dari tahap perencanaafl, pelaksanaan pembangunan dan tahap evaluasi

pembangunan. Tahaptahap pelaksanaan pembangunan desa dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. Tahapperencanaan

Pembangunan desa diawali dari perencaiaafi pembangunan desa. Hal ini

sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa, menyatakart bahwa:
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Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat f)esa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2)
Pembangunan Desa rneliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewuj udkan pengarusutamaan perdamaian dan keadi lan so sial.

Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara

ca/-errl hor^n^qp1 .r,rilrr cA^:rrq c2.-{r. intolrrr ciclarrlqfic ho.l,,o.i^^-hiln,tr^
J -^ --

mengusahaliai.i peningkatan clan kemampuan menahan gojolak-gejolak di dalam

pelaksanaarxya. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai

sasaran, maka pengarahan untuk peiaksanaan pembangunan dan pemanfaatan

sumber-surnber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terr,vujud

daiam suatu bentnk perencanaan pembangllnan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Desa Disebutkan bahwa musyawarah perencanaan

pembangunan desa atau adalah musyawarah arxara badan pemrusyawaratan desa,

pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah

desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan

desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya

masyarakat desa. Pada tahapan ini partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk

mampu berfikir dan memberi pendapat dalam mencari masalah yang ada di desa.

Masyarakat dituntut untuk terlibat dan mengambil andil dalam

musrenbang penetapan kebijakan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat

dalam hal ini dapat dilihat apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam proses
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penyusunan program-program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam

tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari aktifnya warga dalam

mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-des).

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, maka warga desa diminta

untuk menyumbangkan aspirasi, ide dan saran mengenai program pembangunan

apa yang harus dilakukan di desa tqrsebut. Aspirasi atau masukan dari warga

tarcohrrr .lo^^l l.n^."-,' ,1;k-.;1.,'^ l.^ril ^ l\r"orp-h2-ry f)^or AiqAqbqn h.mrrn
!!rJvr;sr JqlJr" rsirbesr.t) e.--..i-\4..,r-....; ^'.rerer.v;r;D .z!uE r.qJ;trG.r-

dapat pula diberikan malalui Kepala Dusun tempat di mana warga tersebut

berdomisili, ,v-ang naniinya akan disanrpaikan oleh Kepala Dusun pada saat

Musrenbang Desa.

Pelaksanaan Musrenbang Desa, maka diberikan kesempatan (sesi) bagi

tiaptiap Kepaia i)usun ,r*ang ada di Desa tersebut untuk menyampaikan sernua

masukan, saran, ide dan aspirasi warga masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu,

masukan dapat pula diperoleh dari para tokoh masyarakat yang ada di Desa.

Semua aspirasi dan masukan tadi dapat mencakup aspek apa sajamisalnya

mengenai infrastruktur, kesehatan, ekonomi, sosial dan aspek lainnya yang

dianggap masih perlu ditingkatkan. Semua masukan yang ada dan didapat melalui

Musrenbang tersebut kemudian akan ditentukan mana yang akan dijadikan

prioritas utama untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Karena tentunya banyak

sekali saran dan masukan yang harus dibuat mengingat banyak pula masyarakat

yang ada di desa tersebut.

Setelah mendapat prioritas utama yang akan dilaksanakan terlebih dahulu,

masukan masyarakat akan dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja
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Pembangunan) Desa yang akan diagendakan di Musrenbang Kecamatan dan

sangat menentukan alokasi dana desa unfuk merealisasikan pembangunan desa.

Musrenbang yang dilakukan di desa harus dihadiri oleh semua lapisan

masyarakat, mulai dari aparatur pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), Lernbaga Kesejahteraan Masyarakat Desa (LKMD), ibu-ibu PKK dan

masyarakat yang mewakili seluruh dusun yang ada di Desa. Dengan terlibatnya

^1.'*.',. *^^..^-^l ^r .{^^^ ,J:l^4.^,\1.4,, r[:rn r]ineroleh maSUkan d:rn S3l.an-

saran terbaik dalam penentuan program-program pembangunan yang akan

clirvujudkar clalam mas.i yang akan datang demi rnencapai desa yang lebih baik

sesuai dengan harapan semua warga masyarakat.

2. Tahap Pelaksarraan Pembangunan

Peraturan Menieri dalani Negeri i.iomor 114 tahun 2014 tentang pedotnan

pembangunan desa disebutkan bahwasannya pembangunan desa harus

dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat clesa

dengan semangat gotong royong. Dengan demikian, maka pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan harus berorientasi ke bawah dan

melibatkan masyarakat desa, dengan cara melalui pemberian wewenang dan

sosialisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan desa, sehingga

masyarakat perlu untuk mengetahui hasil kebijakan yang telah direncanakan.

Tahap pelaksanaan program pembangunan desa, agar dapat terlaksana dengan

efektif maka dibutuhkan peran aktif dari masyarakat. Dengan kata lain, berhasil

atau tidaknya suatu program penrbangunan desa sangat bergantung pada
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parlisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembangunan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa, pada tahap pelaksanaan

pembangunan ini yang merupakan lanjutan dari dari tahap perencanaan

pembangunan ini dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

berdasarkan hasil dari N{usrenbang Desa.

Kemudian RKP yang telah disusun tersebut akan dibaw-a ke Musrenbang

L'onom^l'qn rrnlrrL di^r,,o.'^..,."21'l.arr ['onrh.li dqrr,'lqnni,Jit,gntUk-:11 :-!l!,-:-S! dLf:

1'ang dibutuhkan dalam pelaksanaafflya. Hasil rnusyaw'arah di Kecamatan, maka

iikan ditetapkan alokasi dana dalam pelaksanaan pernbangunan yang telah

ciirencanakan sehingga pengerjaan program pembangunan dapat diiakukan seteiah

dana turun ke desa.

Seteiah dana turun baruiah pelaksanaan pembangunan dapat dimulai,

misalnya pembelian material yang dibutuhkan. Dalam hal pengerfaan, maka dapat

dilibatkan masyarakat. Misalnya dalam program pembangunan fisik atau

infrastruktur desa seperti jalan, seperti tukang dan orang yang mengerjakannya

selalu diusahakan dari masyarakat desa sendiri. Sehingga dapat membuat

lapangan kerja bagi warga yang tadinya belum merniliki pekerjaan.

3. Tahap Evaluasi Pembangunan

Tahap evaluasi adalah tahap dimana adanya pengawasan dari masyarakat

terhadap program pembangunan di desa yang sedang berjalan. Kepala desa harus

tetap mengajak masyarakat untuk ikut dalam bentuk keikutsertaan menilai serta

mengawasi kegiatan-kegiatanpembangunanyafig sedang dilaksanakan. Demikian
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juga mengawasi cian memahami peiaksanaan keputusan dan kebijakan yang teiah

diambil.

Evaiuasi merupakan tahapan yang sangat penting agar pembangunan yang

dilaksanakan sesuai dengan harapan dari semua pihak. Semua elemen masyarakat

diharapkan turut serta dalam proses penga\vasan pembangunan yang telah

berjaian. Pa<ia tahap evaiuasi atau pengawasan, sebeiumnya teiah dibentuk tim

.-^i+,' -l-im D^-,.^l^l^ L'^,.i-r^* /-rnl/ i ,.^.^^ L ,'-r,,1. *^-^^l^t^ -^;i-i;rij i i;ri i;i;i.-iu;u ,--cE;;ii;i i;;-i-; J;;i; ;j-;i;;;; ;j;i.ui' ;;li;ii!,clij;ii lcmua

tahapan pembangunan begitu pula pada tahap evaluasi.

Tim Pengeioia Kegiatan (TPK) daiam meiaksanakan tugas cian fungsinya

dibantu oleh Badan Permusyaw'aratan Desa (BPD) yang memang bertugas sebagai

pengawas pembangunan di desa. Unsur-unsur dari 'fim pengelola di dalamnya

terciapat puia perwakiian <iari masyarakat ciesa. Warga masyarakat yang paham

dan mempunyai keahlian dalam pembangunan, dapat dimasukkan ke dalam tim

pengelola kegiatan.

Bagi masyarukat awam? maka pemerintah desa dapai mensosiaiisasikan

irrogram-program yang sedang berjalan dan proses maupun progresnya ke

depannya yang disampaikan melalui Kepala dusun. Dengan demikian, maka

masyarakat tetap mengetahui program-program pembangunan desa yang sedang

dilaksanakan.

Prakteknya, tahap evaluasi yang datang dari masyarakat masih sangat

jarang dijumpai. Ha[ ini dimungkikan karena kurangnya pemahaman masyarakat,

di samping juga adanya anggapan bahwa semua sudah ditangani oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2.7.2 Teori Peran (Role Theory)

Teori yang mendukung penelitian ini adalah role theory (teori peran) yang

ciikemukakan oieh Kahn. Teori Peran menekankan sifat individuai sebagai pelaku

sosial yang mempela-iari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di

lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan

interaksi antar inciividu daiam organisasi, berfokus pa<ia peran yang mereka

,,\^;.^l-^- /Qa-.-Iq,rr'"^*r: "rf\l < Qf\\rrrurrururr. \Jvrgsrrrqjrurtar. -v t J . v / ).

Dalam teori peran (role theory), ketika perilaku yang diharapkan dari

seseorang ticiak konsisten maka teiah terjacii konflik peran, maka ia akan

mengalami stress, ketidakpuasan clan memiliki kinerja yang kurang efektil'

dibandingkan denganjika pengharapan yang diinginkan dari perilakunya tersebut

ticiak mengaiami konfiik. iacii, <iapai <iikatakan bahwa konflik peran <lapat

memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Individu akan

mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang

terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Robbins dan Judge QA09: 79) menyatakan bahwa :

Ketika seseorang dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan,
maka akan menghasilkan role conflicr (konflik peran). Kon{lik peran
merupakan suatu keadaan dimana seseorang patuh pada persyaratan satu
peran dapat menyebabkan kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari
suatu peran lainnya. Pada keadaan ekstrem, itu akan mencakup sifuasi
dimana dua atau lebih pengharapan peran saling berlawanan (kontradiksi).
Dengan kata lain, konflik peran menurut Robbins dan Judge adalah suatu
sifuasi dimana seorang individu dihadapkan pada peagharapan peran yang
berlainan.

Teori peran (role theory), dimungkinkan pula terjadinya ketidakjelasan

peran (role ambiquity). Te1adinya ketidakjelasan peran (role ambiquity), jika
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indiviciu yang diberi peran ticiak jeias dalam hai periiaku dan penampiian yang

diharapkan. Role ambiguity merupakan kondisi stress yang disebabkan oleh

kebingungan karena ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan tidak adanya

informasi yang memadai yang riiperiukan seseorang untuk memenuhi peran

mereka secara memuaskan (Wiryathi, 2014).

Role ambiguity adalah ketidakpastian tentang tindakan apa yang harus

,ijJai-.riran ,rrirrl- 
-6alroioaoit 

a- crrqfrr har/tn P^i- op"hin"rit.' q-L.o.'^i ^rr^r'r:r". *,'. @tt.u.bu,..J rvuqbu,

keadaan dimana suatu pekerjaan memiliki kekurangan dalam prediksi suatu

respon terhadap perilaku pihak lain dan kejelasan mengenai persyaratan perilaku

1,'ang <iiirarapkan. Menurut R.obbins cian .iucige (200y '. 80'1, role antbiguity terjacii

ketika ekspektasi dari suatu peran tidak bisa dipahami dengan jelas dan pekerja

tidak yakin dengan apa y ang hatus dikerjakannya.

Peran berlebih, terjadi jika inciividu menerima banyak peran (roie

overloafi. Peran yang berlebih merupakan tipe konflik peran yang lebih

kompleks, terjadi ketika harapan yang dikirimkan pada pemegang peran dapat

digabungkan akan tetapi kinerja mereka meiampaui jumlah waktu yang tersedia

bagi orang yang melaksanakan aktivitas yang diharapkan.

Role overload merupakan konsepsi yang menggambarkan jumlah tuntutan

yang aiia dalam peran yang dimiliki seseorang. Role overioad adaiah kurangnya

sumber daya yang dimiliki oleh individu untuk memenuhi komitmen, kewajiban,

atau persyaratan (Peterson, et al. 1995 : 112). Role overload juga bisa diartikan

teriaiu banyak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu waktu.
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Menurut Robbins dan .Iudge (2009 : 8i) role overioari dirasakan ketika

pekerja diharapkan untuk bekerja melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Role

oyerload sebagai suatu kondisi dimana seseorang memiliki terlalu banyak

tuniutan peran dan teriaiu sedikit waktu untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan pengertian para ahli maka dapat disimpulkan bahwa role

overload merupakan suatu kondisi dimana jumlah tuntutan dalam peran seseorang

^.,i^L .+^*i^1,, 1^^'^..^l- ^^L:.^--^ *^i-^-:^ J:L^-^-^l---- L ^!---l^ "?^!-,-L:L: -'.^i-'', '.^---Juuglr LllrqtLr ugrrJoN Jvrrttt66q pu^vrJq urlrorcp^qrr r/![!aJu lllLrLUlrrr vvqr\ru Jar6

telah ditetapkan.

Serdamayanti (2004 : 33) menjelaskan bahwa:

Peranan merupakan sebuah iandasan persepsi yang ciigunakan setiap orang
yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan
suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya,
mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini
akan rnenentukan pula tingkat keielasan peranan seseorang.

Sementara itu, Soeriono Soekanto (2003 : 243) menjeiaskan peranan

sebagai berikut:

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia
menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan
yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa
peranan mener$ukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam
menialankan suatu peranan.

Sementara itu, konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (i994 :

764), adalah:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.

2. Pola periiaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.

3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
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4. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya.

5. Fungsi setiap variabel dalamhubungan sebab akibat.

Peranan rnerupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian

daiam lenunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai

hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. I)engan

demikian, peran merupakan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan suatu

-:r-^r- ---^--:-^-: l:-l^l^* ^,,^+,, ^-^^-:^^^: i,,^- ,-^i.,1-.-^-1-^,-
irrrruA JdrS r!lvr6orurqrr urusrsl!r Juslu vr6urrruJr Jgrrb Jubu lrr!rqrtrs!luirqrl

fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Selain itu, peran dapat

pula dimaknai sebagai proses penyelengaraan hak dan kewajiban seseorang untuk

nteiaksanakan <ian dapat <iikatakan berperan jika seteiah berfungsi meiaksanakan

hak dan kewajibannya baik didalam kehidupan organisasi maupun di dalam

kehidupan masyarakat.

Suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran yang ciidistribusikan

telah didefinisikan dengan jelas. Scott menyebutkan 5 (lima) aspek penting dari

peran, yaitu:

1. Peran bersifat impersonai: posisi peran itu sen<iiri akan menentukan

harapannya, bukan individunya.

Peran itu berkaitan dengan perilaku ke4a (task behavior) yaitu, perilaku

yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.

Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity).

Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa

perubahan perilaku utama

2.

J.

4.
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5. Peran dan pekerjaan lioit,tl itu tidakiah sama seseorang yang melakukan satu

pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. (Ridwan, 2006:86).

Teori peran sangat relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan

!'ang dikemukakan dalam peneiitian tesis ini, khususnya <ialam menjawab

permasalahan mengenai peran BPD dalarn pengembangan dan pembangunan

desa.

2.2 Penelitian Terdahuiu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan untuk mendukung, msmperkuat atau

nrenoiak suatll peneiitian. Feneiitian terdahuiu ciapai ciiiaciikan se'oagai acuan

nrodel bagi penelitian selan-iutnya. Adapun penelitian terdahulu yang akan penulis

kernukakan dalam bab ini antara lain sebagai berikut:

Peneiitian oieh Sri Stigiami, mahasiswa Program Magister iimu Hukum

Universitas Diponegoro dengan judul penelitian tesis: Peranan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peny.rsunan dan Penetapan Perafuran Desa

Di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Peneiitian

dilaksanak an pada tahun 2005.

Adapun permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian tesis ini,

yaitu tentang Kedudukan BPD dalam penyusunan dan peneiapan peraiuran desa,

sejauhmana BPD dapat menjalankan fungsinya, dan factor-faktor apakah yang

mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD.

Berdasarkan peneiitian yang dilakukan oleh Sri Sugiarni, diperoleh hasil

bahwa pembentukan Peraturan Desa harus memperoleh persetujuan dari BPD. Di

mana BPD memiliki peran unfuk melakukan penilaian terhadap Rancangan
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Peraturan Desa yang <iiusuikan oleh Pemerintah Desa. jika rancangan peraturan

desa dianggap belum aspiratif, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat

ditolak. Dalam pelaksanaannya pemerintahan desa, BPD memiliki beberapa

fungsi, yang diantaranya adaiah uniuk mengayomi, fungsi iegislasi, pengawasan

dan menampung semua aspirasi masyarakat. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD, diantaranya adalah faktor anggaran dan

r'..1.'^- C,.-i-^- i-.-,.^ ll ,i.'^..":^ /CIiirn\ , *i-i*rur\lvr uurrrulr usJ u rri4truJiq \uurrr_., J4rrb J4rr6qr rtrrrllrll.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Dwi Jatmoko, dengan judul penelitian

resis: Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Penyeienggaraan Pernerintahan l)esa Di Kabupaten Sukoharjo. Peneiitian

dilaksanakan pada tahun 2006.

Adapun vang menladi pennasaiahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai

keduciukan peran BPD ciaiam mewujudkan penyeienggaraan good government di

pemerintahan tingkat desa dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam

menj alankan perannya dalam penyeleng g ar aan pemerintahan tingkat desa.

Hasil penelitian diketahui bahwa merupakan faktor penentu keberhasilan

BPD dalam melaksanakan fungsinya, yaitu besarnya dukungan, sambutan dan

penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai

ruang gerak untuk ciapat meiaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat

tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu

Peraturan Desa. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan

segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk

dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam
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peiaksanaan suatu keputusan sangat menentukan peiaksanaan tugas dan fungsi

BPD.

Berdasarkan hasii peneiitian ditemukan bahwa ada beberapa personii BPD

merasa lebih tinggi posisinya dari pada Hukum Tua, seperti yang disampaikan

Ibu. Syeni santi anggota BFD Kauneran: Melihat dari fungsi pengwasan, dapat

diintepretasi bahwa fungsi cian peran BPD ini sebenamya berada diatas <iari pacia

I I.'1..'* -f'r^ 1.4-^,"^ .-ri-^ l^-1".o,'^ . -nc '-^l^1,,'La.. h^n^^. na.- t--1"5.,- ri.-l^1,lrrq JvrrqP rlrrlvubu ^qrrqrr r. lsrr.urrJ

akan sejajar kedudukannya dibandingkan dengan lembaga yang diawasi.

2.3 Kerangka i'emikiran

Adapun kerangka pemikiran dalarn penelitian ini dapat digambarkan pada

skema sebagai berikut :

i:netapkan Per Des
",::S2rI1o Kepala Desa

B a<ian Permusyaw ar aian
Desa

Mitra Kerja/ Kepala
Desa

Menampung dan

menyalurkan aspirasi

masyarakat

Menetapkan Per Des

bersama Kepala Desa

Optimalisasi peran BPD
dalam pengembangan

dan pembangunan Desa
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METODE PENELITIAN

i.i Wakiu dan Tempat Peneiitian

Waktu yang dibutuhkan untnk rnengadakan penelitian adalah ini berkisar 5

Ruian, yang terhitung sejak Desember 2Cri7 sampai ciengan apriiZ}i7 yaitu sejak

selesainya- peri-iinan penelitian dan memperoleh rekomendasi penelitian dari

instansi terkait.

Suatu peneiitian memeriukan tempat guna memperoieh <iata-ciata yang

diperluka"n berkaitan dengan penelilian yang akan dilaksankan" Dalam penclitian

ini, tempat yang penulis pilih adalah Kantor Desa Bandar Khalipah- Kec. Percut

Sei Tuan, Kabupaten Deii Serdang.

i.2 Bentuk Peneiitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan

kuaiitatif melaiui anaiisis deskriptif dengan modei studi kasus, dengan maksud

untuk membatasi studi pada kekhususan konteks dengan karakteristik dan

keterbatasan wilayah. Karena studi kasus ini sudah ditentukan permasalahannya,

yaitu peran BPD daiam peiaksanaan pengembangan dan pembangunan desa.

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menggali informasi secara

langsung melalui interaksi dengan narasumber (informarel. Selanjutnya, penulis

memberikan analisis ilmiah mengenai peran BPD dalam peiaksanaan

pengembangan dan pembangunan desa.

29
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i.3 Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan anggota BPD yang ada di Desa

Banciar Khaiipah, Kec. Percut Sei'Iuan - Kabupaten Deii Ser<iang.

1.4 Teknik Analisa flata

Memperoieh data yang diperiukan, penuiis menggunakan teknik

pengrrmpulan ciata sehagai herikrrt :

1- Wawancara

Wawancara (intervew) adaiah percakapan yang diiakukan secara iangsung

dengan maksud tedentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu

pewawancara (inlerviewer,) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai (interview,ee) yang member jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini, dilaksanakan wawancara dengan sejumlah anggota

BPD di desa Bandar Khalipah.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah usaha mendapatkan data dengan mengambil

dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah sumber

data yang berupa peraturan-peraturan desa tentang rencana pembangunan

desa.

Daiam peaeiitian ini data dan informasi berupa hasii wawancara dan studi

dokumentasi serta observasi kemudian dila}nrkan pengolahan data untuk

selanjutnya disajikan secara deskriptif dan dilakukan analisis dengan cara; (a)

reduksi data; (b) display data; dan (c) verifikasi. Fhosedur iersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Pengumpulan

Data Penyajian Data

Pengambilan

kesimpulan

JT

Gambar 3.1

Model Interaktif Komponen Analisis Data

nnaiisis data ciaiam peneiitian ini ciapat diiakukan daiam beberapa tahapan

sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara diseleksi dan

riiambii data yang reievan dengan fokus peneiitian yakni bagaimana peran

BPD dalam pengembangan dan pembangunan desa.

b. Display data, adalah penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan

hasil wawancara yang <iilakukan penulis seteiah mereduksi data yang didapat,

selaqiutnya dirangkum secara sistematis sehingga mudah difahami maknanya.

c. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan terhadap kesimpulan yang telah

diambil dengan data pembanding dari hasil pengumpulan data yang ada dan

penunjang lain. Proses verifikasi dengan triangulasi atau metode konfrmasi

adalah dengan mencari kasus-kasus yang negatif kemudian menindaklanjuti

Reduksi Data

Er--
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remuan-remuan, ialu dicek siiang dengan responden. Triangulasi acialah proses

check dan recheck antara satu sumber dengan sumber data lainnya.

1.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel utama adalah peranan BPD

daiam pengembangan dan pombangunan desa. Berciasarkan peran yang

dikemukakan dan digunakan sebagai Grancl Theory dalam penelitian ini, maka

pc-laksariaan peran yang ideal adalah :

i. Peran bersifat impersonai: posisi peran itu sendiri akan menentukan

harapannya, bukan individunJ'a.

2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (la^rk behovior) yaitu, perilaku yang

ciiharapkan daiam suatu pekerjaan tertentu.

i. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguit).

4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa

perubahan perilaku utama.

5. Peran dan pekerjaan (iobs) itu tidaklah sarna seseorang yang melakukan satu

pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.
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BAR V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasar}'an hasil penelitian dan pembaha-qan maka dapat disimpulkan

bahu'a:

1. Peran Badan Permusl'atriaratan Desa Bandar Khalipah dalam pelaksanaan

pr'nrtrangi-rnat-r desa begitu luas, mulai dari pelaksanaan fungsi Legislasi,

peniakilan dan pengawasan. Peran BPD Desa Bandar Khalipah dalam

pcn-rclcnui.ll'aiin pembangunan desa secara umum dapat dikatakan telah

bc-rjrlart (tukup baik, ,vakni telah tertanrpungnya aspirasi masl,arakat dalam

progranl-prosram pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan

terakonrodirnl'a aspirasi masyarakat dalam Peraturan Desa. Dalam

pelaksanaan pengawasan, BPD juga melaksanakan fungsi pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni dengan melihat dan

mengaudit laporan kinerja Kepala Desa setiap tahun anggaran.

2. Faktor-Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran BpD Desa Bandar

Khalipah adalah minimnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BpD,

serta belum memadainya sarana dan prasana yang mendukung kinerja BpD

untuk lebih baik lagi, seperti fasilitas kantor. Selain itu, masih kurangnya

pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sehingga dapat

berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik. Faktor

lainnya yang menjadi kendala BPD dalam melaksanakan fungsi dan perannya

dalam mendukung tata penyelenggaraafi pemerintahan desa, yakni sumber

78
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dana yang belum mencukupi dalam mendukung kinerja BPD secara optimal

dan sumber daya manusia pada anggota BpD belum cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkalr kesinrpulan di atas, maka menurut penulis ada beberapa hai

yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang peran BPD dalam

penl'elenggaraan pemerintahan f)esa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei

Tuan. Adapun saran- saran tersebut, sebagai berikut:

1. Kepada BPD

BPD cliharapkan dapa-t lebih memaharni dan mengetahr.ri seluruh kubutuhan

dari nlasvttrakat dalam hal pembangunall agar tidak ada lagi perpedaan

pendapat dalam proses menentukan pembangunan di desa Bandar Khalipah,

dan rlelaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlunya

kesadaran bagi anggota BPD agar iebih sering hadir di kantor desa untuk

melaksanlian kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkoordinasi

dengan Kepala Desa

2. Kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat

Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka

kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik

perlu dipertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan.

Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan program pembangunan yang

belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang

sudah direncanakan. Masyarakat diharapkan agar dapat memberikan

dukungarlpartisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan
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fungsi pengawasannya. Masyarakat harus menyadari berhwa dengan

pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa semata-mata

diperuntukkan kepada masyarakat itu sendiri.
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NAMA

PEKER.IAAN

HARI/TGL

PUKUT

LISM,A. A.K"S

SEKRETARIS DESA

JUMAT,23 MARET 2018

10:47 WIB

DATTAR PERTANYAAN

B agaimana langkah-langkah yang

dilakukan BPD dalam mengakomodir

-^-*^^^l-l--.- {- -.-1. -ir^- I --^^-y!r rriqJearurr(.rr uur uLrIt (rrr

JAWABAN

Langkah yang dilakukan BPD vaitu

nlcnampung dan menyalurkan apirasi

*^^-,^-^1. ^+ I-^*-- ,]i ^- --- ^-.^^l: ^^^:1 - --,-- -,-ruaJJ qaGi\o! \urlruurGi ruualGrJ(tJteoiurJ dyvr rrluicaurra.u uva Nuircxr u!u6..u

pelalisanaan pengenlbangan dan

pembangunan desa sehingga berdampak

pada peningkatar: kese.i ahteraan

nasyarakat clesa?

ruaJJ qaGi\o! \urlruurGl ruualGrJ(tJteoiurJ d

dalam bentuk pelaksanaan pembangrinan

a
^ 

.-^1.-.1. -^^:".-..,: ^,^. =....,-.1..,r r .1..L/ rillii,.irl LllPll.-l5r til\i))cilc.i |riii t'-lctlr

terakoniodir dan telah dilaksanakan oleh

f.rcmeriniair desa cier,gan baik?

S,.'iirriill lt;pirasi ntas\ {u-fi}iat desi :iidaii

iii'akoniodir dengaii sehaik-baikn'\ e sehingga

peiaksanaan pen gemban gan dan pentban_qulta

desa berjalan baik

J. Apa saja kendala yang dialami BPD

dalam pelaksanaan tugas dan fuagsinya?

Kendalanya terkadang berkenaan di anggaran

yang kadang terlambat dar kadang kala juga

kurang. Belum lagi banl.aknya keinginan-

keinginan masyalakat yang banyak sehingga

terkadang BPD kewalairan

4. Bagaimana dengan perkembangan potensi

Desa Bandar Khalipah saat ini?

Potensi yang sedang dikembangkan saat ini

ialah pembenahan fasilitas olahrasa untuk

umum,taman bagi lansia,dan taman bermain

anak

5. Pada dasarnya pengembangan dan

pembangunan desa bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa, apakah sudah memberikan dampak

positif bagi kesej ahteraan masyarakat

Didalam pembangunan dan pengembanean

desa diupayakan memberikan dampak positif

bagi masyarakat desa. Maka itu dibentuklah

suatu BPD agar aspirasi mas-varakat bisa

terealisasikan

NO. PERTANYAAN

1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



desa?

6. Apakah peran dan hurgsi dari RPI-I telah

berjalan secara maksimal sehingga benar-

l-rcnai' dapat sebagai wadah pcn-vampaiarr

aspirasi mas.varakat?

BPD telah semaksimal mungkin untuk

memberik-an ya.ng terbaik- bagi mas,va,raka-trya,
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NA}I,\

PEKER.IAAN

HARI/TGL

PUKUL

DAFTAR PERTANYAAN

SAIilNO

KEPALA BPD

JUMAT,23 MARET 2018

11:17 WIB

NO. PERTANY.{AN JAWABAI{

1. .\pa r'anq saat ini rnenjacii fbkus BPD? BPD tetap berfokus pada
pengawasan,pembuatan peraturan,dan
perumusan dana desa.

2. I Bagaimana pelaksanaan BPD saat ini? BPl) secara umum belum berjalan dengan
baik,masih kurangnya sosialisasi dari
pemerintah.peneraparlnya belum berj alan
sesuai undang-undang

-' il .- .l' r: . h:-'lll r.r!- '..,-';'i3.q'1t-l.tt alta-fa I-lPL)
' .' - .- i I ' . '\r .:.. -/L\11

B ent Lrknl,a a-dai a h kemirra-ir-n. Ka_rena ts pi_)

adalah mitranva Kcpala Desa jadi saling
membutuhkan.

i. --\l-::,-:-. :-ri'D b,is:l nrcngambil
i-.:,i..,,-.,:.:,-:-:.r;, S.-ndifi?

BPD tidak dapat mengambii langkahnya
sendiri karena sudah ada perafuran dan
kebijakan Kepala Desa
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NAMA

PEKERJAAN

HARI/TGL

PUKUL

DAFTAR PERTA\\'A{\'

RIZALDY L{TBTS

WTRASWASTA

JUMAT,23 MARET 2018

11:24 \YIB

NO. PERTA\\'^{AN JAWABAN

1. Basaimana langkah-langkah yang

dilakukan BPD dalam mengakomodir

pcnnasalahan berkaitan dengan

pel aksanaan pengembangan dan

pembangunan desa sehingga berdampak

pada peningkatan kesej ahteraan

masvarakat desa?

Dalam perumusan dan impiementasi

pembangunan desa belum terakomodir dengai

t-^;1.

a Bagaimana dengan perkembangan potensi

Desa Bandar Khalipali saat ini?

belum aCa potensi yang benar benar tarnpak
didesa ini.sebagai contoh kecil yaitu jalan
yang rusak /ber{ubang liang terkadang
membuat pengendara moior
kecelakaan.parit/saluran pembuangan I imbah
yang surnbat dan menjadi banjir terutama saat
hujan deras.

a
J. Pada dasarnya pengembangan dan

pembangunan desa bertujuan untuk

menin gkatkan kesej ahteraan masyarakat

desa, apakah sudah memberikan dampak

po sitif bagi kesej ahteraan masyarakat

desa?

belum ada dampak positif yang diberikan oleh
desa sehingga kurangnya kesejahteraan bagi
masyarakat.

4. Apakah peran dan fungsi dari BPD telah

berjalan secara maksimal sehingga benar-

benar dapat sebagai wadah penyampaian

aspirasi masl'arakat?

belum berjalan secara maksimal sehingga

tidak ada yang tampak bagi

masyarakat.mengenai jalan rusak dan parit

yang sumbat
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Naua

PEKERJAAN

HARYTGL

PUKI-IL

UDIN

WIRASWASTA

JUMAT,23 MARBT 2018

1 l:37

DAFTAR PERTANYAAN

PERTANYAAN

Bagaimana langkah-langkah yang

dilakukm BFD dalam mengakomodir

permasalahan berkaitan dengan

P€laksenaan Pengembangan dan

pembangunan desa sehingga berdampak

paaa peningkatan kesej ahteraan

maqrarakat &a?
'. erakat telah

K;':,,:- -, *- :-- :,J..-i-:tbalngan dan

pe:-.-:-.: *-;- .- : : :l:l r.-1::aml-a dengan

rFJ: -.r* 1 .- - - t, .- - i -: ::nsi 1'ang ada.

-:jrJ.l-r kahlipah

::,'-..--- *-:- ln:- -:- -:---t l desa

:l-. *:'- ":-, -- *-- " -. :, Slllf bagi

-.-*";. -.: "

JAWABAN

BPD telah mengakomodir secara baik namun

pelaksanaannya belum sesuai

Aspirasi masyaratrlat telah terakomodir dengar
baik sehingga tercapai dalam implementasi
perumusannya.

potensi yang sedang dikembangkan saat ini
adalah jalan untuk menuju dari satu dusun ke

dusun lain.hanya sajamasi dalam

proses(bertahap)

pasti dalam pengembangannya ini masyarakat

senang dan memberikan dampak positif.tetapi

kembali lagi kepada perangkat desa prosesnya

dalam tahap.

aspirasi masyarakat sudah ditampung secara
maksimal oleh BPD tetapi belum
terlaksanakan krna mungkin banyaknya
aspirasi dan tergantung kepada pengadaan dan
pendapatan desa.
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